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IZIN TRAYEK

ABSTRAK : Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Tebo, dipandang perlu meningkatkan

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, dan Pembinaan

kemasyarakatan guna menjamin Perkembangan dan kemajuan Daerah pada masa

mendatang; bahwa untuk menjamin Perkembangan dan kemajuan Daerah pada

masa mendatang, dipandang perlu menggali Pendapatan Asli Daerah dalam

Kabupaten Tebo; bahwa dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah dalam

Kabupaten Tebo Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu sumber Pendapatan

Daerah; bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu

menetapkan Retribusi Izin Trayek dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo.



Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-undang Nomor 14

Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969); UU No.22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3209); UU No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3480); UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3685) Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4048); UU No.28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3710); UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3848); PP No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); PP No.22 Tahun 1990 tentang

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Kepada Kepala Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara

Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410); PP No.41

Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527); PP No.20 Tahun 1997 tentang

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan lembaran

Negara Nomor 3692); Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-

undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden

(Lembaran Negara 1999 Nomor 70); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4

Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan

Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk

Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan

Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Juncto Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor KM 15 tahun 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan

Orang di jalan dengan Kendaraan Umum; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

KM 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan

dengan Kendaraan Umum; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun

1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997

tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang

Retribusi Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998

tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi; Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah

Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain.



Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang nama, objek, dan subjek retribusi izin

trayek, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan

sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif

retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terhitung, surat

pendaftaran, penetapan retribusi, tata cara pemungutan, sanksi administrasi, tata

cara pembayaran, tata cara penagihan retribusi, keberatan, pengembalian

kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi,

kadaluarsa penagihan, penyidikan, serta ketentuan pidana.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Juli 2001.

Batang Tubuh : 17 Halaman

Penjelasan : 5 Halaman


